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Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membawa
perubahan baru dalam pemulihan hak-hak korban, khususnya mengenai pemberian kompensas, restitusi,
dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terutama Pasal 7 ayat (3) UU No0.13 Tahun 2006
yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No.44 Tahun 2008. Pengaturan mengenali kompensasi ini
sebelumnyatelah diatur pula oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terutama
Pasal 35 UU No0.26 Tahun 2000 serta diatur lebih lanjut dalam PP No.3 Tahun 2002. Proses peradilan
terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat selamaini dilakukan dengan menggunakan UU No.26
Tahun 2000 dan UU No.8 Tahun 1981.

Skripsi ini mengkaji bagaimanakah mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang
berat menurut UU No.26 Tahun 2000 dan PP No.3 Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksananya serta
menurut UU No.13 Tahun 2006 dan PP No.44 Tahun 2008 sebagai peraturan yang terbaru. Skripsi ini juga
akan mengkaji bagaimanakah pelaksanaan pemberian kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ditambah dengan wawancara dengan narasumber.
Dengan adanya ketentuan pemberian kompensasi yang dilakukan secara bertahap, maka akan menghambat
pemulihan hak-hak korban terhadap kapan pelaksanaan putusan kompensasi ini akan dijalankan.
Berdasarkan uraian dalam skripsi ini ternyata banyak persoalan yuridis yang membuat proses pemberian
kompensasi tidak dapat diterapkan secara cepat, tepat dan layak demi perlindungan hak-hak korban.
Problem-problem tersebut muncul karenatidak jelasnya pengaturan mengenal kompensas serta tidak
adanya itikad baik dari negara untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.
Pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban dalam kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura
ternyata tidak satupun yang memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia,
walaupun berbagal upaya hukum telah ditempuh hingga sampai pada putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap.
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